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PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR PER.17/MEN/2012 

TENTANG 
PENILAIAN PENYULUH PERIKANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, etos kerja, 
profesionalisme, dan kinerja bagi Penyuluh Perikanan, 
perlu diberikan penghargaan sebagai Penyuluh Perikanan 
teladan; 

b. bahwa dalam rangka menetapkan Penyuluh Perikanan 
Pegawai Negeri Sipil Teladan, perlu dilakukan penilaian 
terhadap Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil 
Teladan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penilaian 
Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil Teladan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43  Tahun  1999 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 
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2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5073); 

3. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang 
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2006  tentang 
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4660); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang  
Jabatan  Fungsional  Pegawai  Negeri  Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3547); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5258); 

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
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dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 141); 

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 142); 

10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 

11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012; 

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.13/MEN/2011 tentang Pedoman Penyusunan 
Programa Penyuluhan Perikanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 302); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG PENILAIAN PENYULUH PERIKANAN PEGAWAI 
NEGERI SIPIL TELADAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 
1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya 
secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan 
sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem 
bisnis perikanan.   

2. Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama 
serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan 
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mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, 
teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk 
meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan 
kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian 
fungsi lingkungan hidup. 

3. Penyuluh perikanan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 
Penyuluh Perikanan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang 
berwenang pada satuan organisasi lingkup perikanan untuk 
melakukan kegiatan penyuluhan. 

4. Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk oleh Pejabat yang 
berwenang untuk menilai kinerja dan prestasi Penyuluh Perikanan. 

5. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kelautan dan Perikanan. 
Pasal 2 

Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi sasaran dan kriteria 
penilaian, pembentukan Tim Penilai, mekanisme penilaian, dan penetapan 
Penyuluh Perikanan PNS teladan. 

BAB II 
SASARAN DAN PERSYARATAN PENILAIAN 

Pasal 3 
Sasaran penilaian calon Penyuluh Perikanan PNS teladan adalah Penyuluh 
Perikanan PNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Pasal 4 
(1) Penyuluh Perikanan PNS yang dicalonkan sebagai Penyuluh Perikanan 

PNS teladan harus memenuhi persyaratan: 
a. telah menjadi Penyuluh Perikanan PNS paling sedikit 5 (lima) 

tahun secara terus menerus; 
b. nilai prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir setiap unsurnya 

bernilai baik; 
c. belum pernah menerima penghargaan sebagai Penyuluh 

Perikanan PNS teladan tingkat nasional dalam 4 (empat) tahun 
terakhir; 

d. dalam masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi 
hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
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e. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana. 

(2) Penyuluh Perikanan PNS yang dicalonkan sebagai Penyuluh Perikanan 
PNS teladan disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) juga harus menyampaikan dokumen 
pendukung berupa: 
a. identitas calon Penyuluh Perikanan PNS Teladan;  
b. Daftar Riwayat Hidup PNS sesuai dengan format standar; 

c. surat keterangan melakukan kegiatan penyuluhan perikanan 
secara terus menerus selama 5 (lima) tahun yang ditandatangani 
oleh pimpinan; 

d. surat keterangan/surat keputusan penempatan lokasi/wilayah 
kerja penyuluhan perikanan; 

e. surat keputusan pengangkatan jabatan fungsional Penyuluh 
Perikanan PNS yang terakhir; 

f. Surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 
g. penilaian angka kredit (PAK) terakhir; 
h. nilai prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir; 

i. bukti/dokumen dari unsur yang dinilai; 
j. rekomendasi kepuasan atas pelayanan Penyuluh Perikanan PNS 

dari kelompok perikanan di wilayah kerjanya dengan melampirkan 
bukti lembar rekomendasi serta mendapatkan rekomendasi 
sebagai calon Penyuluh Perikanan PNS teladan dari minimal 10 
(sepuluh) kelompok kelembagaan pelaku utama perikanan;  

k. rekomendasi dari atasan langsung;  
l. Surat keterangan dari atasan langsung, yang menyatakan 

bersangkutan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin PNS 
atau sedang dalam masa proses hukum berdasarkan keputusan 
pengadilan tetap; dan 

m. penghargaan-penghargaan yang pernah diperoleh. 
BAB III 

TIM PENILAI 

Pasal 5 
(1) Tim Penilai Penyuluh Perikanan PNS teladan terdiri atas:  

a. Tim Penilai Kabupaten/Kota; 

b. Tim Penilai Provinsi; 
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